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Abstract. The studjl is a systematic empirical analysis to test some hypotheses. The 
objectives were (I) to analyze the suflciency of government subsidy for poor people to 
cover the cost of hospital care for the hospital to reach cost recovery, and (2) to test 
whether economic theories can be used to analyze factors afecting the sales volume of 
product/service of public general hospital. 
Population studied were 35 general hospitals owned by district governments in Central 
Java. From each hospital four year time series data were taken (pooling method), so that 
there were 140 observations (at the end there were only 136 observations, since four 
observations could not be done due to incompleteness of the hospital records). 
Analysis of government subsidy for poor community showed that the subsidy could only 
cover 5% of the hospitalk yearly deficit (total yearly deJicit is Rp. 1.5 billions in 
average). Meanwhile, correlation analysis revealed that only two variables having 
signzjicance and strong correlation with sales volume of hospital's product/service, i.e. 
incidence of disease and spending for social marketing. Other variables had no 
correlation with sales volume of product/service, or the correlations were very weak. 
Multivariate analysis showed that only incidence of disease, consumer's income, 
geographic condition, and coverage of insurance, represented in a regression model, 
were affecting sales volume of hospital S product/service. Results of the study conjlrmed 
that neoclassic economics theories are not suitable to analyze problems faced by 
government owned general hospitals. Sales volume of product/service of public general 
hospital was more determined by incidence of disease and consumer 'smotivation created 
by providers, especially physicians, not by variables regarded as dominant by neoclassic 
economics theories. The motivation was likely created through abuse of agency 
relationship which produces supplier-induced demand 
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PENDAHULUAN Undang-undang Nomor 19 tahun 200 1 tentang Badan Usaha Milik Negara, 
Banyak pihak berpendapat bahwa ~ u m a h  Sakit-Rumah Sakit tersebut bahkan 
Rumah Sakit dapat dianggap sebagai h a s  memilih apakah akan menjadi 
perusahaan ",2y3y4). Beberapa waktu yang erusahaan umum (perum) atau perseroan 
lalu, sejumlah Rumah Sakit, yaitu milik g'. Kencenderungan ini menimbulkan 
Pemerintah Pusat, berstatus perusahaan keragu-raguan bagi pihak manajemen 
jawatan (perjan). Dengan terbitnya Rumah Sakit dalam setiap pengambilan 
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keputusannya. Pemerintah DKI Jakarta 
yang dengan Peraturan Daerah (Perda) 
Nomor 15 tahun 2004 telah mulai 
mengubah Rurnah Sakit Umum Daerahnya 
(RSUD Pasar Rebo) menjadi Perseroan 
Terbatas, mendapat banyak tentan an ter- 
C , 7 ,  masuk dari Departemen Kesehatan . 
Pelayanan kesehatan, terrnasuk 
pelayanan Rumah Sakit, memang 
persoalan yang "tidak secara tegas di- 
nyatakan" sebagai persoalan ekonomi (4). 
Kesehatan dianggap sesuatu yang 
"khusus". Hubungan antara dokter dan 
pasien misalnya, tidak sama dengan 
hubungan antara penjual sepeda motor dan 
pembelinya. Namun demikian, beberapa 
ahli menyatakan bahwa jasa atau pe- 
layanan kesehatan, meskipun berbeda di- 
banding barang ekonomi lain, dapat diper- 
lakukan menggunakan perangkat analisis 
ekonomi neoklasik (4. 8. 9, 10. 11, 12) 
. Akan 
tetapi, apa pun status Rumah Sakit, ia di- 
wajibkan oleh pemerintah untuk menyedia- 
kan sebagian pelayanannya (50% - 75%) 
bagi masyarakat miskin (13,14,15,16) D . alam 
kondisi yang seperti itu, Rumah Sakit di- 
harapkan dapat bertahan hidup dan men- 
jaga kesehatan organisasi, deigan meng- 
upayakan, setidak-tidaknya, tercapainya 
impas biaya (cost recovery). Yaitu 
seberapa besar biaya pengeluaran total 
(total cost) dapat ditutup oleh pendapatan 
total (total revenue) dari pelayanan yang 
diselenggarakannya. Memang, untuk 
menyelenggarakan pelayanannya, khusus- 
nya bagi masyarakat miskin, Rumah Sakit 
mendapat subsidi dari Pemerintah. Namun 
demikian, dari laporan-laporan yang di- 
terima Departemen Kesehatan, tarnpak 
bahwa sebagian besar Rumah Sakit milik 
Pemerintah (khususnya Pemerintah 
Daerah) selalu mengalami defisit (I7) .  Ber- 
tolak dari kenyataan tersebut di atas, 
penelitian ini diarahkan untuk mencapai 
tujuan-tujuan berikut. 
1. Membuktikan cukupltidaknya subsidi 
Pemerintah bagi masyarakat miskin 
kepada Rumah Sakit dalam ltaitannya 
dengan upaya Rumah Sakit mencapai 
impas biaya (cost recovery). 
2. Membuktikan dapatltidaknya teori 
ekonomi neoklasik digunakan untuk 
menganalisis volume penjualan 
produk/jasa Rumah Sakit Umum 
Pemerintah dalam rangka mencapai 
impas biaya (cost recovery). 
BAHAN DAN CARA 
Penelitian ini diselenggarakan selama 
delapan bulan, yaitu dalam bulan Juli 
sampai dengan Desember 2004, sebagai 
salah satu syarat untuk menyelesaikan pen- 
didikan Doktor Ilmu Ekonomi (pe- 
nyusunan disertasi). Tempat penelitian 
adalah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Rumah 
Sakit-Rumah Sakit Umurn Daerah (RSUD) 
milik Pemerintah Kabupaten dan 
Pemerintah Kota. Pemilihan Jawa Tengah 
sebagai lokasi penelitian ini, selain karena 
keterbatasan dana, waktu, dan sumber daya 
lain, adalah karena Jawa Tengah dapat 
mewakili kondisi Indonesia secara umum. 
Wilayahnya merupakan kombinasi antara 
daerah perkotaan (urban) dan daerah 
perdesaan (rural), sehingga kondisi 
masyarakatnya pun cukup heterogen, baik 
dari segi pendapatan (keadaan ekonomi) 
maupun dari aspek-aspek lain seperti 
pendidikan dan perilaku budaya. 
Penelitian ini bukan suatu survei, 
karena tidak dilakukan pengambilan 
sampel. Seluruh populasi yang ada dijadi- 
kan objek penelitian ( I8 ) .  Semua RSUD 
Kabupaten dan RSUD Kota yang ada di 
Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebanyak 35 
buah, diarnbil sebagai objek penelitian. 
Namun, kemudian dilakukan pooling data 
(I8), yaitu dari setiap RSUD dikumpulkan 
data selama empat tahun (2001, 2002, 
Analisis Pencapaian Biaya.. (Barnbang) 
2003, dan 2004), sehingga diharapkan digambarkan kerangka pikir penelitian ini 
diperoleh obyek penelitian sebanyak 140 pada skema di bawah. 
unit. Tetapi ternyata terdapat Rumah Sakit 
yang tidak memiliki laporan tahunan yang 
baik untuk tahun-tahun tertentu. Dengan 
demikian ditetapkan hanya 136 unit obyek 
penelitian. Data yang diambil adalah data 
sejak tahun 2001 (bukan sejak sebelum- 
nya) agar didapat kesamaan dalam rentang 
waktu pelaporan. Sejak tahun 2001 sarnpai 
saat ini diterapkan rentang tahun anggaran 
baru yang diawali pada bulan Januari dan 
diakhiri pada bulan Desember (sebelumnya 
Adapun hipotesis yang dibuktikan 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Pendapatan Rumah Sakit Pemerintah 
yang diperoleh dari subsidi pemerintah 
untuk membayar produkljasa yang di- 
konsumsi masyarakat miskin yang ber- 
laku saat ini (tahun 2004) tidak cukup 
untuk menutup biaya Rumah Sakit, 
sehingga impas biaya (cost recovery) 
pada umumnya tidak tercapai. 
berlaku rentang waktu anggaran yang di- 2. Teori ekonomi neoklasik dapat di- 
awali pada bulan April dan diakhiri pada terapkan untuk menganalisis kinerja 
bulan Maret). Rumah Sakit Pemerintah dalam men- 
Variabel terikat dalam penelitian ini capai impas biaya (cost recovery), 
adalah Volume Penjualan ProdukIJasa karena: 
Rumah Sakit. ~ e d a n ~ k a n  variabel bebas- 
nya sebanyak 12 variabel, yaitu: (1) 
Insidens Penyakit, (2) Harga ProduMJasa 
Rumah Sakit, (3) Harga ProduMJasa yang 
Berkaitan, (4) Atribut (kelengkapan) dari 
ProduMJasa, (5) Ketersediaan ProduMJasa, 
(6) Akses Geografi, (7) Akses Sosial, (8) 
Jumlah Konsumen, (9) Pendapatan Kon- 
sumen, (10) Kondisi Daerah, (11) Pe- 
ngeluaran untuk Iklan, dan (12) Cakupan 
Asuransi. Dengan demikian, maka dapat 
a. Volume penj ualan produMj asa 
Rurnah Sakit (variabel terikat) 
dipengaruhi oleh 12 variabel bebas 
sebagaimana tercantum dalam 
kerangka pikir tersebut di atas. 
b. Semua faktor pengaruh (variabel 
bebas) tersebut memiliki peran 
(koefisien determinasi) yang besar 
terhadap volume penjualan 
produkljasa Rumah Sakit. 
KERANGKA PlKlR PINELITIAN VARIABEL BEBAS II I FAKTORZ OBYEKTIF: 1. HARGA PRODUWJASA RS 2. INSIDENS PENYAKIT I 
RUANG LINGKUP 
mu RECO 
u - VARIABEL 
3, HARGA PRODUWJASA BER- 
AXITAN 
4 ATRIBUT PRODUWJASA 
5. KETERSEDIAAN PRODUlV 
JASA 
8. AKSES GEOGRAFI 
7. AKSES SOSIAL 
8. JUMLAH KONSUMEN 
9. PENDAPATAN KONSUMEN 
10. KONDlSl DAERAH 
11. PENGELUARAN IKLAN 
12. CAKUPAN ASURANSI 
- 
Dl LUAR RUANG LINGKUP FAKTORZ SUBYEKTIF: 
SEL ERA KONSUMEN, DL L 
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HASIL PENELITIAN 
Setelah dilakukan verifikasi data, 
data entry, pengujian data (missing value 
dan outlier), dan uji persyaratan (ke- 
nomalan, kelinieran, otokorelasi, multi- 
kolinieritas, dan heteroskedastisitas), peng- 
olahan dan analisis data penelitian ini me- 
nunjukkan hasil-hasil sebagai berikut. 
A. Analisis Deskriptif 
1. Impas Biaya 
Dengan tidak diperhitungkannya 
pendapatan Rumah Sakit dari segmen 
masyarakat miskin (subsidi 
Pemerintah), ternyata hanya sedikit 
sekali (14,7%) Rumah Sakit yang 
dapat mencapai impas biaya (cost 
recovery). Sebagian besar, yaitu 
85,3% tidak berhasil mencapai impas 
biaya. 
2. Pendapatan dan Biaya RS 
Pendapatan total Rumah Sakit pada 
umumnya memang lebih rendah di- 
banding pengeluaran biaya totalnya. 
Rata-rata pendapatan Rumah Sakit 
setiap tahunnya adalah Rp 
6.3 84.273.177. Padahal pengeluaran 
biaya totalnya setiap tahun rata-rata 
adalah Rp 8.038.034.619. Dengan 
demikian, Rumah Sakit mengalami 
ketekoran rata-rata sebesar Rp 
1.653.761.441 setiap tahun. 
3. Volume Penjualan ProduWJasa 
RS 
Sej alan rendahnya pendapatan 
Rumah Sakit, diketahui pula bahwa 
volume penjualan produujasa Rumah 
Sakit pada umumnya juga rendah. 
Rumah Sakit hanya mampu menjual 
rata-rata 0,59 dari produk/jasanya. 
Rata-rata hari rawat untuk rawat 
inap di Rumah Sakit adalah 37.528 
hari dalam setahun. Sebagian besar 
(79,4%) memberikan hanya 5 0,25 
produklj asanya kepada segmen 
masyarakat miskin. Memang, rata-rata 
hari rawat yang digunakan oleh 
segmen masyarakat miskin dalam 
setahun pun hanya 5.809 hari, padahal 
rata-rata hari rawat yang digunakan 
oleh segmen masyarakat mampu 
dalam setahun adalah 29.628 hari. 
Panjang hari rawat rata-rata per- 
orang atau Average Length of Stay 
(ALOS) adalah 3,42 hari. ALOS di- 
gunakan untuk melihat berapa hari 
rata-rata seorang pasien dirawat di 
Rumah Sakit untuk setiap episode 
perawatan. 
B. Pengujian Hipotesis 
1. Analisis Bivariat 
Analisis bivariat menunjukkan 
hanya variabel-variabel berikut yang 
memiliki hubungan bermakna. 
1) Ada hubungan antara insidens pe- 
nyakit dan volume penjualan. Nilai 
r adalah 0,482 (hubungan cukup 
kuat dengan arah positif). 
2) Ada hubungan antara pendapatan 
konsumen dan volume penjualan. 
Nilai r adalah -0,220 (hubungan 
relatif lemah dengan arah negatif). 
3) Ada hubungan antara atribut (ke- 
lengkapan) produkljasa dan volume 
penjualan. Nilai r adalah 0,184 
(hubungan lemah dengan arah po- 
sitif). 
4) Ada hubungan antara ltetersediaan 
produkljasa dan volume penjualan. 
Nilai r adalah 0,201 (hubungan 
lemah dengan arah positif). 
5) Ada hubungan antara kondisi 
daerah dan volume penjualan. Nilai 
Analisis Pencapaian Biaya.. (Barnbang) 
r adalah -0,175 (hubungan lemah 
dengan arah negatif). 
6) Ada hubungan antara pengeluaran 
untuk iklan (pemasaran sosial) dan 
volume penjualan. Nilai r adalah 
0,3 12 (hubungan cukup kuat 
dengan arah positif). 
7) Ada hubungan antara cakupan 
asuransi dan volume penjualan. 
Nilai r adalah 0,195 (hubungan 
relatif lemah dengan arah positif). 
2. Analisis Multivariat 
Bentuk persamaan regresi yang 
digunakan dalam analisis peran atau 
kontribusi adalah sebagai berikut. 
Setelah dilakukan perhitungan ter- 
hadap nilai konstanta, disimpulkan 
bahwa koefisien konstanta ber- 
pengaruh terhadap persamaan regresi. 
Bertolak dari uji multikolinieritas, 
untuk menghindari multikolinieritas, 
variabel jumlah konsumen (X , ) di- 
drop, sehingga hanya sebelas variabel 
yang diikutsertakan dalam analisis 
sebagai variabel bebas (predictor). 
Perhitungan koefisien P menunjuk- 
kan variabel yang dapat dimasukkan 
ke dalam persamaan hanya insidens 
penyakit (XI  ), pendapatan konsumen 
( X )  kondisi daerah (XI,,), dan 
cakupan asuransi (X ,, ), dengan per- 
samaan regresi: 
Akan tetapi, dengan persamaan ter- 
sebut, ternyata koefisien determinasi 
(R')  yang diperoleh hanya 0.369. lni 
berarti bahwa variabel volume pen- 
jualan produkljasa Rumall Sakit yang 
dapat dijelaskan ole11 keelnpat variabcl 
hanya <40%. Sebesar >60% pengaruh 
berada di luar keempat variabel ter- 
sebut. 
PEMBAHASAN 
A. Penjualan ProduWJasa dan lrnpas 
Biaya 
Penelitian ini ternyata meng- 
konfirmasi hasil penelitian yang di- 
lakukan oleh Hasbullah Thabrany dan 
kawan-kawan ( I 9 ) .  Cara pemberian 
pelayanan kesehatan yang selama ini 
dilaksanakan memang mengandung 
kelemahan. Pelayanan kesehatan di- 
lepaskan sepenuhnya kepada meka- 
nisme pasar, dengan memberikannya 
sesuai kemampuan dan kemauan kon- 
sumen untuk membayar. Akibatnya. 
masyarakat mampu yang lebih banyak 
menikmati pelayanan. 
Namun demikian, walaupu~i 
Ruinah Sakit sudah tnelanggar ke- 
tei~tuan Menteri Kesehatan, yaitu 
dengan memberikan porsi lebih besar 
kepada masyarakat manlpu untuk me- 
nikmati produkljasanya. Kumah Sakit 
tetap belum mampu mencapai impas 
biaya (cost recovery). Salah satu 
penyebabnya adalah karena R~unah 
Sakit beluln mampu me111aksill1~1111kal1 
volume penj ualan produkli asanya 
(rata-rata hanya Inampu men-j ual 0.59). 
Oleh karena itu, sesungguhnya masih 
tersedia cukup ruang untuk meningkat- 
kan pelayanan kepada masyarakat 
miskin. 
Penyebab lain adalah rendah- 
nya subsidi yang diberikan Pernerintah 
untuk membayar pelayanan Rumah 
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Sakit yang dikonsumsi masyarakat 
miskin. Pemerintah hanya mampu 
memberikan subsidi untuk masyarakat 
miskin sebesar Rp. 4.000/orang/bulan 
, atau Rp. 48.000 Iorangltahun, atau Rp 
14.000 per-hari rawat (yaitu Rp 48.000 
: 3,42) atau Rp 81.326.000 setahun. 
' Subsidi Pemerintah ini temyata hanya 
dapat menutup 5% dari defisit yang 
terjadi, sehingga wajar jika sebagian 
besar Rumah Sakit tidak mampu 
mencapai impas biaya. 
B. Faktsr-faktor Pengaruh Terhadap 
Volume Penjualan 
Melihat hasil analisis-analisis 
tersebut di atas secara umum dapat di- 
tengarai bahwa teori ekonomi neo- 
klasik ternyata tidak dapat diterapkan 
secara apa adanya dalam menganalisis 
Rumah Sakit Umum milik Pemerintah. 
Harga, baik harga produwjasa Rumah 
Sakit maupun harga produkljasa yang 
berkaitan, dalam penelitian ini temyata 
tidak berpengaruh terhadap volume 
penjualan produwjasa Rumah Sakit. 
Kalaupun pendapatan konsumen ber- 
pengaruh terhadap volume penjualan 
produk/jasa, temyata hubungannya 
bersifat negatif. Ini bermakna bahwa 
produldjasa Rumah Sakit Umum 
Pemeriiitah sesungguhnya menjadi pro- 
duk inferior manakala pendapatan kon- 
sumen meningkat. Memang, pada saat 
- - 
suatu wilayah berkembang menjadi 
perkotaan (proporsi perkotaan mening- 
kat), akan semakiii baik infrastruktur 
daerah tersebut, sehingga memungkin- 
; & i t  8 t;;w~~g;y~L, ki$& , SAkiiJ; y.J%um ('I I "" ,:,: ShAsta sebagai p6U~id . $la :1 ) :v&;mah 
" f T  " "  A ,  Sadit , , b d u m  f I P&iefiiiah. Itidah. sebab- 
;:* f L '.I 
n4a maka hkliih ana~is is&ul ,~~~&iat ,  
walaupun kondisi daerah ' "m6ncul 
i't,'scbaghii al"&t~r i p&g'drd~~'itetapi sifat 
I 1 > ', hubungampi &kixqgaru r h h m a  r (pen- 
t ! "jwlafi~~produktjasa, &dm& Saldti I juga 
negatif. Artinya, semakin berkembang 
suatu daerah menjadi perkotaan, 
semakin berkurang konsumen yang 
memanfaatkan produkljasa Rumah 
Sakit Umum Pemerintah. Salah satu 
kemungkinan penyebabnya adalah 
karena sebagian konsumen, yaitu yang 
pendapataimya telah meningkat, akan 
mengalihkan konsumsiiiya ke Rumah 
Sakit Umum Swasta. Memang banyak 
ahli, misalnya Feldstein (*), menyatakan 
bahwa "keluarga yang inemiliki pen- 
dapatan lebih tinggi, akan lebih banyak 
pengeluarannya untuk pelayanan 
medis". Tetapi untuk produkljasa 
pelayanan Rumah Sakit Umum milik 
Pemerintah ha1 ini tidak berlaku. 
Tampaknya Rumah Sakit Umum Pe- 
merintah dilekati oleh stigma buruknya 
pelayanan, sehingga meningkatnya pe- 
ngeluaran untuk pelayanan medis tidak 
untuk membeli produwjasa Rulnah 
Sakit Umum Pemerintah. Folland S et 
a1 (4' menyatakan bahwa "elastisitas 
pendapatan bisa positif uiituk barang- 
barang normal atau negatif untuk 
barang-barang inferior." Apa lagi jika 
tingkat pendidikan konsumen pun telah 
meningkat pula. Umumnya, 
masyarakat yang memiliki pendidikan 
tinggi memilih pelayanan kesehatan 
yang berkualitas lebih baik ( I 9 ,  
Bahkan terdapat keinungkinan kon- 
sumsi itu beralih ke produkljasa non- 
kesehatan, sebagaimana disinyalir oleh 
Follarid S et a1 (4) yang menyatakan 
bahya "peningkatan pendapatan m- 
eningkatkan proporsi belaiija untuk 
I !ijhal&al yadg Phewah dan lm~nuru$an 
proporsi belanja untuk hal-ha1 yang 
seharusnya dipenuhi". 
I Jikz h n g a d u  ke'phtia 'hasil 
analisis multivmiat yang menunjukkan 
kecilnya koefisien determinasi ( R ~  =
' ' I '  03691,' 'dapat iiikatbkdri Bahha teori 
I ' "huBtihgari' kddgctian'idli' " " ( * d g e ~ c ~  
Analisis Pencapaian Biaya.. (Barnbang) 
relationship) yang lebih tepat diguna- 
kan untuk menganalisis pemanfaatan 
produkljasa Rumah Sakit Umum 
Pemerintah (21). 
Maka menjadi jelas kiranya 
bahwa untuk Rumah Sakit Umum 
Pemerintah, dua ha1 sangat penting 
untuk dipertimbangkan, yaitu: (1) Kon- 
sumen setia adalah masyarakat miskin, 
dan (2) Keputusan untuk memanfaat- 
kan produujasa Rumah Sakit diambil 
melalui mekanisme hubungan ke- 
agenan (agency relationship). Kondisi 
tersebut akan lebih kuat lagi eksistensi- 
nya pada saat terjadi keadaan genting 
di kalangan konsumen, yaitu dalam 
periode kejadian luar biasa. Analisis 
membuktikan adanya hubungan yang 
cukup kuat antara insidens penyakit 
dengan volume penjualan produkljasa 
Rumah Sakit (r = 0,482). 
Secara umum produkljasa 
Rumah Sakit dapat digolongkan ke 
dalam barang privat. Akan tetapi jika 
diingat bahwa beberapa pelayanan 
medis memiliki eksternalitas seperti 
misalnya pelayanan imunisasi dan 
pengobatan penyakit menular, maka 
tarnpaknya produkljasa Rumah Sakit 
tidak sepenuhnya dapat dikategorikan 
sebagai barang privat. Bahkan bila 
dirujuk kepada Rumah Sakit Umum 
Pemerintah yang harus melayani 
masyarakat miskin, produkljasa Rumah 
Sakit lebih tepat jika dimasukkan ke 
dalam kategori barang sosial (merit 
goods) (22, 23). 
Jika demikian, maka untuk 
produkljasa Rumah Sakit, khususnya 
Rumah Sakit Pemerintah, peran Pe- 
merintah sangat penting, terutama ber- 
kaitan dengan produkljasa Rumah 
Sakit yang berbentuk barang publik 
(public goods) dan barang sosial (merit 
goods). Dalam ha1 ini Sherman Folland 
et a1 menyatakan bahwa "di mana 
dokter dan pasien memiliki informasi 
yang sebanding tentang kesehatan, atau 
para dokter berperan sebagai agen atau 
konsultan yang sangat peduli dengan 
kesejahteraan pasien, supplier-induced 
demand tidak akan ada" (4). Untuk itu, 
peran Pemerintah sebagai regulator 
harus ditegakkan. Telah banyak per- 
aturan perundang-undangan yang ber- 
pihak kepada rakyat (konsumen), 
namun pelaksanaannya masih belum 
efektif. 
Supplier-induced demand ter- 
jadi karena adanya ketimpangan infor- 
masi di bidang kesehatan antara pem- 
beri pelayanan kesehatan dengan kon- 
sumen kesehatan (21). Dengan demi- 
kian, maka upaya pemberian inforrnasi 
kepada konsumen (masyarakat) juga 
merupakan sesuatu yang penting. 
Dalam penelitian ini terungkap adanya 
hubungan positif yang cukup kuat 
antara volume penjualan prodwjasa 
Rumah Sakit dengan pengeluaran 
untuk iklan (r = 0,312). Dalam ha1 ini 
istilah iklan hendaknya diterjemahkan 
sebagai pemasaran sosial atau promosi 
kesehatan. Bila upaya promosi 
kesehatan dapat dilaksanakan dengan 
baik oleh Rumah Sakit, maka 
hubungan keagenan antara pemberi 
pelayanan dengan pasiennya tidak lagi 
disalahgunakan. Para pemberi pe- 
layanan menjadi sangat peduli dengan 
kesejahteraan pasiennya, sehingga ke- 
butuhan dan aspirasi pasien tersalur 
dengan baik. Pada saatnya supplier- 
induced demand akan hilang. 
Variabel lain yang memiliki 
hubungan positif dengan volume pen- 
jualan produkljasa Rumah Sakit dalam 
penelitian ini adalah cakupan asuransi 
(r = 0,195). Dasar dari asuransi 
kesehatan adalah menghilangkan 
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ketidak-pastian seseorang dari ke- 
mungkinan kebutuhan pengobatan, 
ceteris paribus, yaitu ketidakpastian 
dalam ha1 insidens penyakit dan biaya 
pengobatan atau perawatan (I9)). Dengan 
demikian, perluasan cakupan asuransi 
juga merupakan sesuatu yang penting 
untuk dilaksanakan oleh Rumah Sakit. 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Dari hasil analisis dan inter- 
pretasi yang telah diuraikan di depan, 
dapat ditarik kesirnpulan sebagai be- 
rikut. 
Hipotesis pertama penelitian ini, 
yaitu "Pendapatan RSU Pemerintah 
dari subsidi Pemerintah untuk 
membayar produlu'jasa yang di- 
konsumsi masyarakat miskin yang 
berlaku saat ini tidak cukup untuk 
menutup pengeluaran biaya Rumah 
Sakit, sehingga impas biaya (cost 
recovery) Rumah Sakit pada 
urnumnya tidak tercapai" ternyata 
terbukti. RSU Pemerintah pada 
umumnya mengalami defisit setiap 
tahunnya, dan subsidi yang diberi- 
kan oleh Pemerintah hanya dapat 
menutup 5% dari seluruh defisit 
tersebut. Agar RSU Pemerintah 
dapat mencapai impas biaya dan 
tetap dapat meningkatkan pe- 
layanannya bagi masyarakat 
miskin, maka subsidi Pemerintah 
hams ditingkatkan. Bila akan di- 
kembangkan subsidi silang dari 
masyarakat mampu kepada masya- 
rakat miskin, harga (rawat inap, 
diagnostik, dan obat) bagi masya- 
rakat mampu harus dinaikkan 
(dengan teknik dan perhitungan 
diskriminasi harga). 
2.  Hipotesis kedua dali penelitian ini, 
yaitu "Teori Ekonomi Neoklasik 
dapat diterapkan untuk meng- 
analisis kinerja RSU Pemerintah 
dalam mencapai impas biaya" ter- 
nyata tidak sepenuhnya terbukti. 
Faktor-faktor yang selaina ini oleh 
teori ekonomi neoklasik dianggap 
berpengaruh besar terhadap volume 
penjualan produkljasa, ternyata 
tidak memiliki korelasi yang ber- 
makna dengan volume penjualan 
produlu'jasa RSU Pemerintah. 
Hubungan yang cukup kuat dan 
dengan arah positif hanya terjadi 
antara volume penjualan 
produkljasa RSU Pemerintah 
dengan insidens penyakit dan 
pengeluaran untuk iklan. Jadi, 
tampaknya dalam ha1 peningkatan 
volume penjualan produkljasa RSU 
Pemerintah, yang berperan adalah 
kejadian meningkatnya insidens pe- 
nyakit dan pengaruh dari petugas 
Rumah Sakit. Dengan demikian, 
analisis ekonomi neoklasik 
memang tidak dapat digunakan 
sepenuhnya untuk mengupas per- 
masalahan yang dihadapi RSU 
Pemerintah. Pengaruh yang dilaku- 
kan oleh petugas pun selanjutnya 
lebih banyak diwarnai oleh 
hubungan keagenan (agency 
relationship) yang rneniinbulkan 
supplier-induced demand. 
B. Saran 
1. Untrrk Departemen Kesehatan: 
a. Departemen Kesehataii (Dep- 
kes) hendaknya konsisten 
dengan sikap tidak rnengubah 
Rumah Sakit Pemerintah men- 
jadi perusahaan komersial dan 
terus meningkatkan otonomi 
Analisis Pencapaian Biaya.. (Barnbang) 
Rumah Sakit Pemerintah di 
bidang manajemen. 
b. Depkes hendaknya meningkat- 
kan subsidi RSU Pemerintah 
guna membiayai pelayanan 
bagi masyarakat miskin. Sub- 
sidi ini hendaknya terus di- 
tingkatkan besarannya, sehing- 
ga pada saatnya Rumah Sakit 
dapat mencapai impas biaya 
(cost recovery). 
c. Bagi Rumah Sakit Umum 
Pemerintah, Depkes hendaknya 
membuat Pedoman yang me- 
nekankan pentingnya promosi 
kesehatan di Rumah Sakit, 
meningkatkan cakupan asuransi 
kesehatan, dan menerapkan 
diskriminasi harga secara tepat 
untuk mengembangkan subsidi 
silang antar-konsumen. 
d. Di samping itu, dalam rangka 
mengantisipasi ekonomi liberal 
yang tampak tidak terbendung, 
Depkes perlu menerapkan 
dengan konsekuen dan kon- 
sisten berbagai macam per- 
aturan seperti misalnya per- 
aturan tentang peran swasta, 
tentang subsidi pemerintah agar 
tidak jatuh ke tangan swasta 
yang for proJit, tentang ke- 
wajiban Rumah Sakit me- 
laksanakan quality assurance, 
dan tentang pengendalian peng- 
adaan peralatan Rumah Sakit 
yang sangat mahal. 
2. Untuk Pemerintah 
KabupatenIKota: 
a. Pemerintah KabupatedKota 
hendaknya tidak terbawa arus 
pemikiran ekonomi neoklasik 
untuk menjadikan RSUD 
sebagai perusahaan komersial. 
Apa lagi dengan memper- 
lakukannya sebagai sumber 
pendapatan (PAD). Untuk itu 
perlu dilakukan langkah- 
langkah guna mengembalikan 
RSUD kepada fitrahnya sebagai 
organisasi kedermawanan 
(charity) (24, 25) , difokuskan 
untuk melayani masyarakat 
miskin dengan sistem subsidi 
penuh dari Pemerintah. 
b. Jika Pemerintah belum mampu 
memberikan subsidi penuh 
sehingga RSUD belum dapat 
difokuskan melayani hanya 
masyarakat miskin, hendaknya 
diciptakan sistem subsidi silang 
yang benar, sehingga RSUD 
dapat mencapai impas biaya. 
Yaitu dengan menerapkan 
teknik dan perhitungan diskri- 
minasi harga yang benar. 
c. Pemerintah KabupatedKota 
hendaknya mengupayakan agar 
RSUD menjadi Badan Layanan 
Umum (BLU), sehingga dapat 
menerapkan sistem pengelolaan 
keuangan BLU sebagaimana 
diatur dalam PP No. 23 Tahun 
2005 '26'. 
3. Untuk Manajemen Rumah Sakit: 
a. Jika sistem subsidi silang 
hendak diterapkan, manaj emen 
RSU Pemerintah hams lebih 
banyak upaya untuk meningkat- 
kan pula volume penjualan 
kepada segmen masyarakat 
mampu, dengan jalan meng- 
hapus stigma dan mengubah 
citra melalui peningkatan mutu 
pelayanan. 
b. Dengan semakin majunya 
masyarakat, supplier-induced 
demand hendaknya berangsur- 
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angsur dihapuskan dan diganti 
dengan upaya promosi ke- 
sehatan yang benar, guna men- 
jadikan konsumen berdaulat 
(souvereign) dalam peng- 
ambilan keputusannya untuk 
membeli/memanfaatkan produk 
/ jasa Rumah Sakit. 
4. Untuk Dunia Ilmu Pengetahuan: 
Bagi perkembangan lebih lanjut 
ilmu ekonomi kesehatan, diperlu- 
kan kajian lebih luas dan lebih 
mendalam tentang hubungan ke- 
agenan (agency relationship) dan 
supplier-induced demand dalam 
"bisnis" pelayanan kesehatan; 
seberapa jauh ketidakpastian pe- 
layanan kesehatan, khususnya pe- 
layanan kesehatan dasar, bisa 
dipertahankan sebagai alasan tidak 
berlakunya teori expected utility; 
dan seberapa jauh informasi 
tentang kesehatan dan pelayanan 
kesehatan dapat diberikan kepada 
masyarakat (pasien), sehingga 
mereka cukup memiliki kedaulatan 
(sovereignty) dalam pengambilan 
keputusan untuk mengonsumsi pe- 
layanan kesehatan. 
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